
                            Dokumentasi dan Informasi Hukum|110 

            
 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2015 NOMOR 16 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 

NOMOR 18 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 

TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 
KEPADA PDAM KABUPATEN BANTAENG DAN PT. BANK SULSELBAR 

 

BUPATI BANTAENG 
 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM 

Kabupaten Banteng dan PT. Bank SulSelBar, maka 
dipandang perlu membuat peraturan pelaksanannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

 
Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4756);  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389);   
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor  14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       Nomor 
5533); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 tentang 
Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat II Kabupaten 
Bantaeng; 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 
II Bantaeng; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Bantaeng (Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Tahun 
2007 Nomor 24); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada 
PDAM Kabupaten Bantaeng dan PT. Bank SulSelBar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun 2015 Nomor 4). 
 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 

TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM KABUPATEN 

BANTAENG DAN PT. BANK SULSELBAR 
 

Pasal 1 

 
Melaksanakan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten 
Bantaeng dan PT. Bank SulSelBar yang telah diundangkan dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 4 Tanggal  21 April 2015. 
 

Pasal 2 

 
Petunjuk teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat/disusun oleh Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng serta 
unit/instansi terkait untuk ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Bupati.  

 
Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.    
    

Ditetapkan di Bantaeng 

Pada tanggal 22 April 2015 
     

BUPATI  BANTAENG 
Cap/ttd. 
H. M. NURDIN ABDULLAH 

  
Diundangkan di Bantaeng 

pada Tanggal 22 April 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 
 
 

 
Drs. H. ABD. GANI, MBA 

Pangkat  : Pembina Utama Madya 
NIP  : 19550712 197903 1 007  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2015 NOMOR 16 


